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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK 

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 
Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem 
Informasi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 
melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan 
melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); bahwa untuk menjamin 
pelaksanaan Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik 
yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan 
Standar Operasional Prosedur Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran 
Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gresik;  bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gresik Nomor 126/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 14 
September 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Standar Operasional 
Prosedur Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. 

  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;  Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang 



Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan 
dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan   Rakyat   dan   Dewan   Perwakilan   
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan   Rakyat   dan   Dewan   Perwakilan   
Rakyat Daerah;  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 
2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai 
Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, 
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan 
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui 
Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang 

https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detailkepkpu-42645456523035524a544e454a544e45


  

 

 

 

 

 

 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 
2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara 
Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; 

  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan 
Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. 

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 17 September 2026.  
- Lamp: 9 Hlm 

   
   


